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BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ¢%* TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang

\]

g.-.)

BUPATI GUNUNG MAS,

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, perlu mengatur mengenai informasi yang
dikecualikan,

Bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Gunung Mas;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupater
Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180) ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846];
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanoe
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomcr 14 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2008 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS.

Daftar Informasi yang dikecualikan di Kabupaten
Gunung Mas sebagaimana tersebut dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl
Keputusan Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Bupati ini akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal :/4 Nopember 2017

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Pala ngka Raya.

2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.

3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

o A

_ Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.










